
a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber 
pendapatan Desa berasal dari Alokasi Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara 

b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2014 Ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
Muna Barat; 

I; A::, 
1. Undang-Undang Nomor' 14 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Propinsi Sulawesi 
Tenggara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 171); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambaha.n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5495); 

BUPATI MUNA BARAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang u 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

TAHUN 2015 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT 
NOMOR .lCS"" TAHUN 2015 

BUPATI MUNA BARAT 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud : 
(1} Daerah adalah Kabupaten Muna Barat; 
(2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat; 
(3) Bupati adalah Bupati Muna Barat; 
(4) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

(5) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG TATA CARA 
PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA NEGARA TAHUN 2015 

Menetapkan 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 
Undang-Undang; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 
Tentang Pegelolaan Keuangan Desa; 

10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 5 
tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2015; 
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(6) Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa; 

(7) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan narna lain 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 

(8) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dearah Kabupaten/Kota dan 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, PeJaksanaan 
Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pernberdayaan 
masyarakat; 

(9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat 
APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara yang 
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; 

(10) Transfer kedaerah adalah bagian dari belanja Negara daJam rangka 
mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, 
dan otonomi khusus, dan dana transfer lainnya; 

(11) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah: 

(12) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 
APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa; 

(13) Rekening KasUmum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menreri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk rnenarnpung scluruh 
penerirnaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Ncguru pada 
Bank sentral; 

(14) Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah 
• rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 

Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan; 

(15) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA, 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran; 

(16) Keuangan Desa adaJah semua hale dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa; 

(17) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, dan pertanggung 
jawaban; 

(18) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah 
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun; 

v. 

u 

- ... 



I 

I 

(2) 

Pasal 3 

Pengalokasian Dana Desa dihitu b . 
Luas Wilayah Desa Angka K ng. ~rdasarkan jumlah Penduduk Desa 
Geografis. ' emis nan Desa dan tingkat kesulita~ 
P~~galokasian Dana Desa setiap D 
d1h1tung berdasarkan: esa, sebagaimana dimaksud ayat (1) 

a. Alokasi Dasar y 
ke d . ' ang merupakan aJokasi yan d ib . 
D pa a setiap Desa sebesar 90o/c ( b.I g I agr secara merata 

ana Desa setiap kabupaten/kota~ d:~m I an puluh per seratus) dari 
b. AJokasi yan d.h. ' k . . g J itung dengan mem h ik . 

em1skinan~ luas wilayah, dan tin p:~ an ~ JUmlah penduduk, angka 
~~ selanJutnya disebut "Bagia; F~ kesfl!)tan geografis setiap Desa 
en t : rmu a ' dengan bobot sebagai 

(1) 

• 

Pasal 2 

Besaran Dana Desa untuk setiap Desa ditetapkan oleh Bupati berdasarkan 
pagu anggaran Dana Desa Kabupaten . 

BAB II 
PENGALOKASIAN DAN BESARAN DANA DESA 

(19) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat; 

(20) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana A1okasi Khusus; 

(21) Kelompok Transfer adalah dana · yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Dacruh 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaterr/Kota; 

(22) Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah 
Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan; 

(23) Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa 
yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa; 

(24) Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBOesa melalui 
rekening kas desa; 

(25) Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan 
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Desa. 

;:;. 



Pasal 5 

V (1) Penyaluran dana Desa di lakukan dengan cara pemindah bukuan dari 
Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) keRekening Kas Desa. 

(2) Penyaluran dana Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lukukan 
secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketcntuan : 
a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus) 
b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh pcrseratus) 
c. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh pcrscratus] 

(3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada aya l (2) 
dilakukan paling lambat pada minggu kedua. 

(4) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di Kas 
Daerah. 

BAB III 
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN 

(1) Besaran Dana Desa setiap Desa dihitung dengan cara: 
a. Dana Desa setiap Desa = (Dana Desa kabupaten/ Kota - A1okasi dasar} x 

((25% x rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk 
Desa Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + (35% x rasio jumlah 
penduduk miskin setiap Desa terhadap ·total penduduk miskin Desa 
Kabupaten/Kota yang bersangkutan] + (10% x rasio luas wilayah setiap 
Desa terhadap luas wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan) + 
(30% x rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten/Kota 
yang bersangkutan 

b. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan 
dengan Tingkat Kesulitan Geografis setiap Desa. 

(2) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana di maksud pada ayat (4) 
ditentukan oleh faktor yang meliputi : 
a.Ketersediaan pelayanan dasar; 
b.Kondisi Infrastruktur; 
c. Transportasi; 
d.Komunikasi Desa ke Kabupaten. 

L3) Penetapan Alokasi Dana Desa masing-rnasing Desa ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 4 

• 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk; 
• 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin; 
• 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan 
• 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis. 

(3) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pad? ayat 
( 1) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagairnana 

. dimaksud pada ayat (2). 

.. ·~ 



BABV 
PEMANTA{!AN DAN EVALUASI 

Pasal 8 
Pemerintah Kabupaten melakuk 
ian pcnggunaan Dana Desa. an pemantauan dan evaluasi penyaluran 

cmantauan sebagaimana dimaks r PeJaksanaan Anggaran Pendapa~d p~da ayat ( ~) dilakukan terhadap: 
J. Penyaluran Dana Desa dari bend~ an Belanja Desa (APBDesa}· 
c. Penggunaan Dana Desa terhada a p~a kepelaksana kegiatan; , 

Pemberdayaan Masyarakat· P mbangunan, Kemasyarakatan d 
d. SiLPA Dana Desa, , an 

BAB IV 
PELAPORAN 

Pasal 7 

kKepadla BDesa . menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa 
epa a upati setiap semester. 

Penyampaian Iaporan realisasi penggu d 
maksud pada aya~ ( 1) di lakukan dengann::n~: :Desa sebagaimana di 
a. ~=~:; I paling Iambat minggu keempat bulan Juli Tahun Angga_;an 

b, Semester II paling lambat min k 
Anggaran berikutnya. ggu eempat bu1an Januari Tahun 

DaJa m hal KepaJa Desa tidak at 
scbag~imana dimaksud pada a at a~ ~erl~bat menyampaikan Iaporan 
Dana Desa sampai dengan dis y \J upan dapat menunda penyaluran 
Dana Desa. arnpai annya laporan realisasi penggunaan 

(1) 

(2) 

(3) 

(2) 

Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. 

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, 
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa. 

( 1) 

Pasal 6 

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa dilakukan 
dengan syarat: 
a. APBDesa telah ditetapkan; 
b. Telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada 

Bupati; 
c. Telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa kepada Bupati. 

( 1.) 

(2) 

(3) 

<: 
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PENGELOLA ................... 

PARAF KOOROINASI 
KEPUTUSAN BUPATI M~A BARAT 
UNIT SATUAN KERJSA Pili f / lGL: 

~ ~S:~NB MUNA BARAT -~f_ = 
BAGlAN HUKUM 

Drs. CHMA LAMANI M.Pd 
Pembina ama Muda, Gol.IV /c 
Nip. 19561231 198503 1 156 
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2015 NOMOR. ..... 

Diundangkan di Laworo 
padatanggal 2015 
SEKRETARIS DAERAH 

2015 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna 
Barat. 

Pasal 9 

BABVI 
KETENTUAN PENUTUP 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap : 
a. Laporan realisasi pengggunaan Dana Desa; 
b. Laporan pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa. 

" (4) Dalam hal melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
Pemerintah Kabupaten menetapkan tim evaluasi dengan Keputusan 
Bupati. 

(5) Dalam hal terdapat SiLPA Dana Desa secara tidak wajar,Bupati 
memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa 
pengurangan Dana Desa sebesar SiLPA. 

(6) SiLPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
terjadi karena: 
a. Penggunaan dana tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana 

Desa,pedoman umum,atau petunjuk teknis kegiatan. 
b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. 

•• ,. , ... - 
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